
 

  

BERITA  NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  

No.655 , 201 9 KEMENDAGRI.  Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  

2020.  
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 33 TAHUN 2019  

TENTANG  

PEDOMAN PENYUSUNAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA , 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk 

teknis perencanaan dan penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman 

pen yusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;  

b.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah , Menteri perlu menetapkan Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 ; 
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Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomo r 4916) ; 

  2.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  

Undang -Un dang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan 

Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

  3.  Peraturan Pemerintah N omor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  4. Peraturan  Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);  

   

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  PEDOMAN 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 . 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.  

2.  Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun  
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sebagai petunju k dan arah bagi pemerintahan daerah 

dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.  

3.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang  memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otono m. 

4.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

In donesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5.  Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota . 

 

Pasal 2  

(1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 

meliputi : 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah denga n 

kebijakan Pemerintah ; 

b.  prinsip penyusunan APBD;  

c. kebijakan penyusunan APBD;  

d.  teknis penyusunan APBD; dan  

e. hal  khusus lainnya . 

(2) Uraian  Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2020  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian  tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

(3) Format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD 

Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini.  
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Pasal 3  

Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 

yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini 

mulai belaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan 

penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusuna n APBD Tahun Anggaran 2019.  

 

Pasal 4  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada  tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini  dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia . 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 11 Juni 2019  

 

MENTERI DALAM NEGERI  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

                  ttd.  

 

     TJAHJO KUMOLO  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  18 Juni 2019  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA   

REPUBLIK INDONESIA,  

 

                ttd.  

 

WIDODO EKATJAHJANA   
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